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Nomor . 166 /S/XVIILBLP/05/2023 Kepada Yth.
Lampiran : Dua berkas Pj. Bupati Mesuji
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Di
Keuangan Pemerintah Kabupaten Wiralaga Mulya
Mesuji Tahun 2022

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang
terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Mesuji Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2022, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Mesuji Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 adalah
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 dengan pokok-pokok
temuan antara lain:

a. Pengelolaan pendapatan retribusi daerah kurang tertib sehingga mengakibatkan
potensi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada sepuluh pasar
yang belum dikelola Pemkab Mesuji belum diperoleh secara optimal dan Retribusi
Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Pasar Senin KTM tidak dapat diukur dengan
Jelas karena tidak didukung dengan surat perjanjian.

b. Kekurangan volume sebesar Rp384.117.174,04 dan ketidaksesuaian spesifikasi
sebesar Rp2.577.097.196,15 atas paket pekerjaan pembangunan Masjid Agung dan
objek wisata religi Kabupaten Mesuji pada Dinas Perumahan dan Kawasan




Permukiman. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada PT
KBMP sebesar Rp2.961.214.370,19.

c. Pengelolaan persediaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR tidak tertib yang
mengakibatkan persediaan BMHP dan obat-obatan sebesar Rp34.317.546,00,
persediaan non material berupa BBM dan sparepart sebesar Rp405.195.354,00
tidak dapat ditelusuri keberadaannya, dan pembelian persediaan BBM sebesar
Rp932.832.000,00 tanpa adanya persetujuan dan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati
Mesuji antara lain agar berkoordinasi dengan DPRD dalam mengambil Langkah
penyelesaian terkait pengadaan solar Rp932.832.000,00 yang tidak tersedia anggaran
sesuai ketentuan yang berlaku, serta memerintahkan antara lain:

a. Kepala Diskoperindag melakukan pengawasan dan pengendalian dalam
pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan, melakukan pemutakhiran data pedagang setiap pasar yang dikelola
pemda dan mengenakan retribusi sesuai dengan ketentuan;

b. Kepala Dinas Perkim selaku Pengguna Anggaran untuk:

1) Memproses kelebihan pembayaran PT KBMP sebesar Rp2.961.359.547,40
sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan

2) Menginstruksikan PPK dan PPTK untuk cermat menguji perhitungan volume
dan spesifikasi yang di persyaratkan dalam penerimaan hasil pekerjaan serta
mengambil langkah perbaikan atas semua pekerjaan yang belum selesai agar
Masjid Agung dan objek wisata religi Kabupaten Mesuji dapat dimanfaatkan
sesuai rencana.

¢. Inspektorat memproses indikasi kerugian daerah atas kehilangan persediaan
sebesar:

1) Rp405.195.354,00 pada Kepala Bidang Bina Marga selaku PPK dan PPTK
Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR;

2) Rp4.114.000,00 pada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
pada Dinas Kesehatan; dan

3) Rp30.203.546,00 pada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada
Dinas Kesehatan.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu
Laporan Nomor 27A/LHP/XVIIL.BLP/05/2023 dan Nomor 27B/LHP/XVIIL.BLP/05/2023
tanggal 9 Mei 2023.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas
kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya
60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.




Atas perhatian dan kerja sama Pj. Bupati Mesuji, kami ucapkan terima kasih.
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